PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 46 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingnt

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik, perlu menetapkan Persturan  Menteri
Perhubungan tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Linglkungan Kementerian Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkerctanpian |(Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

2 Undang-Undang Nomor 1[4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849,
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12,

13,

Undang-Undang Nomor | Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Anglkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negam
Republik Indonesis Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementenian  Negara (Lembaran  Negars
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 8),

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75),

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 216);

Peraturan Komisi Informausi Pusat Nomor | Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informas: Publik (Berita Negarn
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Teahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
{Berita Negara Republik Indonessa Tahun 2013 Nomor
649);

Peraturan Komist Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian [nformani Publik (Berita Negarn
Republik Indones:ta Tauhun 2017 Nomor 4249);

Peraturan Mentenn Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisas: dan Tata Kerja Kementenan
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844} schagaimana telah beberapa kali




Menetapkan

14.

.

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketigs
atas Peraturan Menten Perhubungan Nomor PM 189
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kera
Kementerian  Perhubungan (Berita  Negara  Republhik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan
Bekasi (Berita Negam Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER] PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

BARB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menter: ini yang dimaksud dengan:

1.

3

Informasi adalah keterangan, pernvataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fukta maupun penjelasannyan yvang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai  Kemasan dan  format  sesuai dengan
perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara
clektronik atau non elektronik.

Dokumentasi  adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar,
dan suara untuk bahan Informas Publik

Informasi  Publik adalah Informasi yang dihasilkan,
dismmpan, dikelola, dikinm, dan/atau diterima oleh
Pejabat  Pengelola  Informasi dan Dokumentasi yang
berkaitan dengan penyelenggarn dan  penyelenggaraan




9.

negara, serta Informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan Publik,

Pejabat  Pengelola Informas:  dan  Dokumentasi,
selanjutnya  disingkat PPID, adalah pejabat yang
bertanggung Jawab dibidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyedinan, dan/atau  pelayanan
Informasi di Kementerian Perhubungan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negars dan/atau
badan hukum Indonesin yang mengajukan permintaan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yvang dikecualikan adalah Informasi yang tidak
dapat  diakses oleh  Pemohon  Informasi  Publik
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informas: Publik,

Pengklasifikasian  Informasi Publik adalah penetapan
Informasi  sebagal Informas:  vang  Dikecualikan
berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Pengujian Konsekuensi  adalah  pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu  Informasi
diberikan kepads masvarakat dengan mempertimbangkan
secarn saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat
melindung:  Kepentingan yang lebih  besar daripada
membukanys atau sebaliknya,

Kementenan adalah Kementerian Perhubungan.

10. Menteri adalah Menters Perhubungan.

BAB I
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:

mewujudkan penyeclenggarasn pemernintahan vang baik,
yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta
dapat dipertanggungiawabkan; dan




b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan
dokumentasi di  Kementerian Perhubungan untuk
menghasilkan layanan Informasi dan dokumentasi yang
berkualitas.

BAB 111
STRUKTUR ORGANISASI PPID

Pasal 3
(1) Dalam rangka pelayvanan informasi Publik, ditetapkan
struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi
Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan,
(2} Struktur dan tata kerja organisasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas :
n. Menten Perhubungan selaku atasan PPID;
b, Sekretarin  Jenderal Kementerian  Perhubungan
selaku PPID Utama,
¢, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan
Kepala Badan selaku PPID Pelaksana; dan
d. para kepala UPT selaku PPID Pelaksana Unit
Pelaksana Tekms (UPT).

Pasal 4
Atasan PPID scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayvat (2)
huraf a, mempunyal tanggung jawab membangun dan
mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk
mengelola  Informasi Publik  sesual dengan  tugas fungsi
masing-masing securs batk dan efisien sehingga dapat diakses
dengan mudah dan menyelesaikan sengketa [nformasi Publik.

Pasal 5
Tanggung jawab Atasan PPID scbagaimans dimaksud dalam
Pasal 4 dijabarkan dalam tugas yang terdiri atas:

8. memberikan persetujuan  terhadap pengklasifikasian
Informasi yang diajukan oleh PPID Utama,;




b.

cl

memberikan tanggapan atas keberatan yang disjukan oleh

pemohon Informasi paling lambat 30 (tiga puluh) har kerja
scjuk dicatatnya pengajuan  keberatan dalam  register
keberntan; dan

menghadin sengketa Informast Publik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 Atasan PPID mempunyal kewenangan untuk:

a.

(2)

(3)

memberikan  kussa  kepads  pegawal  di lingkungan
Kementeriun  untuk  menghadiri  sidang  penyelesaian
sengketa Informasi Publik; dan

mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke
lembaga peradilan melalul unit yang mempunyal tugas dan
fungsi memberikan bantusn hukum,

Pasal 7

PPID Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2)

huruf b, mempunyal tugss dalam melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan

Informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana den PPID

Pelaksana UPT.

PPID Utama mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. menyedinkan Informasi secara baik dan efisien schingga
dapat diakses dengan mudah;

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
Informasi schingga dapat diakses dengan mudah;

¢, meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan
Informas:; dan

d. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerin di Badan
Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi,

Dalam melaksanakan tanggung jawaboya, PPID Utama

memiliki wewenang, sebagal berikur

. membenkan Informasi secara baik dan ofisien sehingga
dapat diakses dengan mudah;

b, menetapkan daftar Informas: Publik dan Informasi yang
dikecualikan;




menjamin  tersimpan  dan  terdokumentasi  seluruh

Informasi secara fisik yang meliputi:

1) Informasi vang wajib disediakan dan divmumban
secara berkala;

2) Informasi yang wajib tersedia setiap saal; dan

3) Informasi terbuka lainnya yvang diminta pemohon
Informasi,;

menolak  permohonan  Informast  dengan  apabila

Informasi yang dimohon termasuk Informasi yang

dikecusnlikun /rahasia dengan disertal alasan;

membuat  dan mengumumkan laporan  tentang

pelaksanaan layanan Informasi serta menyampaikan

salinan laporan kepads Komisi Informasi dan atasan

Pejubat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi;

menugaskan  peabat  fungsional  dan/atay  petugas

Informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk

membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan

Informasi;

menctapkan program meningkatkan sumber daya

manusia dalam pelayanan Informas:; dan

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan

Informasi pada instansinya.

Pasal 8

(1) PPID Pelaksana mempunyai tanggung jawab sebagai
berikut:

b,

menyedinkan Informast secara baik dan efisien schingga
dapat diakses dengan mudah;

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
Informasi schingga dapat diakses dengan mudah;
meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan
Informas:; dan

mengkoordinasikan setiap unit/satuan kera di ingkup
kerja Eselon | dalam melaksanakan pelavanan
Informasi,




(2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya PPID Pelaksana
memiliki wewenang sebagal berikut:

= ®

memberikan Informasi secara baik dan efisien sehingia

dapat diakses dengan mudah;

mengajukan usulan daftar Informasi Publik dan

Informasi dikecuahkan kepada PPID Utama;

menjamin  tersimpan  dan terdokumentast  seluruh

Informam secara fisik yang meliputi:

1) Informasi yang wayib disediakan dan diumumkan
secara berkala;

2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

3) Informasi terbuka lainnva yvang diminta pemohon
Informusi,

menolak  permohonan Informasi  dengan  apabila

Informasi yang dimohon termasuk Informasi yang

dikecualikan /rahasia dengan disertal alasan;

melaporkan perkembangan pelavanan Informast yang

dilaksanakan di lingkup unit kerjanya secara berkala

kepada PPID Utama;

membuat  dan mengumumkan  laporan tentang

pelaksanaan lavanan Informasi serta menyampaikan

salinan laporan kepada PPID Utama;

menyediakan samna dan prasarana layanan Informass;

menugaskan pejabat  fungsional dan/atau  petugas

Informasi dibawah wewenang dan koordinasinva untuk

membuat, memelihara, dan/atau  memutakhirkan

Informasi;

menetapkan program meningkatkan sumber dava

manusia dalam pelayanan Informasi; dan

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan

Informasi pada lingkup unit kerjanya.

Pasal 9

PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab
yang samn dengan PPID Pelaksana di lingkungan  unit
kerjanya.




Pasal 10
(1) PPID dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada standar
operating procedure (SOP} scsuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan
Keputusan Menteri
{2} Dalam penyusunan SOP PPID mengacu kepada Peraturan
Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Standar
Operasoonal Prosedur  di lingkungan  Kementerian
Perhubungan.
Pasal 11
PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh Perangkat yang
terdiri dari:
a. manager Informasi;
b manager Sistem Informasi:
¢, manager Dokumentasd,
d. pengelola Dokumentasi; dan
e, petugas Informasi.

Pasal 12

(1) Manager Informasi mempunym tanggung jawab, sebagai

berikut:

n. menyediakan Informasi secara baik dan efisien;

b, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
Informas: secara baik dan efisien;

¢, meningkatkan sumber days manusia dalam pelayanan
Informasi; dan

d. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan
Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi.

(2] Dalam melaksanakan tanggung jawab seboagaimana
dimaksud pada ayat (1), Manager Informasi mempunyai
Tugas.

a. memberkan Informas: secara baik dan efisien sehingga
dapat diakses dengan mudah;

b, menyedinkan  seluruh  Informasi secara fisik yang
meliputi:
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1) Informasi yang wajib disediskan dan diumumkan
sccara berkala;

2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon

Informasi;
¢, menolak permohonan Informasi apabila Informast yang
dimohon termasuk Informast yang

dikecualikan /rahasta dengan disertal alasan;

d. mengumumkan laporan tentang lavanan Informas
serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi
Informasi dan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi;

e. menylapkan pejabat  fungsional dan/atau petugas
Informasi dibawah wewenang dan koordinasinys untuk
membuat, memelthara, dan/atay  memutakhirkan
Informasi;

[ menyusun program peningkatan sumber daya manusia
dalam pelayanan Informasi; dan

g melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan
Informasi pada instansinya.

Pasal 13
(1) Manager Sistem Informasi mempunyai tanggung jawab dan
wewenang dalam menvimpan serta mendokumentasikan
seluruh  Informasi  berbasis  teknologi  Informasi  yang
meliputi:

o, penyiapan fasilitas/peralatan dan sistem [nformasi
schingga dapat diakses dengan mudah;

b. pengawasan terhadap pelaksanaan pengoperasian
fasilitas/peralatan  dan  sistem  dalam  pelayanan
Informasi;

c. peningkatan fasilitus/peralatan  dan  sistem  dalam
pelayanan Informasi;

d. penyimpanan, pendokumentasian dan pemutahiran ke
dalam sistem teknologl Informasi;

e, menyiapkan pejabat  fungsional dan/etau  petugas
Informasi dibawah wewenang dan koordinaxinyas untuk




pengawasan terhadap pelaksanaan  pengoperasian
fasilitas/peralatan dan sistemm  dalam pelayanan
Informasi;

. menyiapkan pejabat fungsional dan/atau petugas
Informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk
meyimpan, mendokumentasikan dan memumkhirkan
seluruh Informas: secara fisik kedalam sistem;

g menyusun program meningkatkan sumber daya
manusia dalam menyedinkan dan permwatan fasilitas/
peralatan dan sistem Informasi pelayanan Informasi;
dan

h. melakukan evaluusi terhadap pelakusanuan
pengoperasian dan perawntan fasilitas/ peralatan dan
sistem Informasi pelayanan Informasi.

Pasal 14

(1) Manager Dokumentasi bertanggung jawab  untuk
meyvimpan dan mendokumentasikan serta memutakhirkan
seluruh Informasi secara fisik.

(2) Dalam melnksanakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1), Manager Dokumentasi mempunyai
tugas:

a. menyedinkan dokumentasi dan Informasi secara fisik
vang meliputl:
1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala,
2) Informasi vang wajib tersedia sctiap saat; dan
3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon
Informasi; dan
b. menunjuk pejabat fungsional dibawah wewenang dan
koordinasinya untuk menvimpan, mendokumentasikan
dan memutakhirkan seluruh Informasi secam fisik.

Pasal 15
(1) Pengelola  Dokumentas:  bertanggung  jawab  untuk
mengelola dan mendokumentasikan Informasi yang berada
dibawah kewenangannya.
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(2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnys, Pengelola
Dokumentasi mempunym tugas, sebagai berikut:
a menyediskan dokumentasi dan Informasi secara fisik

vang meliputi;

1) Informasi vang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala;

2) Informasl vang wajib tersedia setiap saat; dan

3) Informasi terbuka lannya yang diminta pemohon
Informas;

melakukan koordinasi dengan manager dokumentasi

untuk menyimpan, mendokumentasikan dan

memutakhirkan seluruh Informasi secarn fisik.

Pasal 16

(1) Petugas Informasi merupakan pegawal yang berada pada
unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kehumasan
dan/atau umum.

(2) Petugas Informasi mempunysi tugas:

O

menyilapkan formulir aplikast permobhonan Informasi,
menerima aplikasi permohonan Informasi;

melakukan verifikasi data pemohon;

melakulan venfilkasi Informasi yang diminta (Informasi
vang terbuka atau dikecualikan),

registras: pencatatan permintaan Informasi dalam buku
besar setelah selesa) verifikani;

memproses lanjut Informasi ke Pejabat Pengelola dan
Informasi dan Dokumentasi;

melakukan pencatatan penomoran surat Informasi vang
disampaikan kepada pemohon;

mendokumentasikan  dan  menviapkan  evaluasi
pelaporan layanan Informasi setiap bulan dan setinp
akhir tahun; dan

apabila  menerima  permohonan Informasi  yang
dikecualikan, wajib menecruskan kepads Pejabat
Pengelola [Informasi dan Dokumentasi,
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Pasal 17
(1) Setiap unit kerja menyelenggarakan sistem Informasi dan
dokumentasi untuk penvelenggarnan pengelolaan Informas
Publik secara berjenjang dan sesual dengan wugas dan
fungsinya.
(2] Penyelenggarman pengelolaan Informasi dan  dokumentass
diluksanakan secara baik, efisien dan mudah diakses.

Pasal 18
Perangkat yang membantu tugas dan fungsi PPID Utama
schagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dalam
keputusan PPID yang meliputi:
n, kualifikasi/persyaratan personil vang melaksanakan tugas,
dan
b, mekanisme kerja

BAB IV
MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Paxal 19
Pengelolaan Informasi Publik dilakukan melalui kegiatan yang
meliputi:
pengumpulan Informasi;
penghkldasifikasian Informasa;
pendokumentasian Informass; dan
pelayanan Informasi.

a0 op

Pasal 20

Kegiatan pengumpulan Informasi merupakan tahap yvang harus

diperhatikan oleh setiap unit kerja di lingkungan Kementerian

Perhubungan, yang meliputi beberapa kegiatan yaitu:

. pengumpulan Informasi merupakan aktivitas penghimpunan
kegiatan yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan
oleh setiap satuan kerja,

b. mformasi vang dikumpulkan merupekun Informasi yang
berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi
MASING-MAsIng satuan kKena;




(1)

(2)

B

o184

informasi yvang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat
dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis;

pejabat sebagaimana dimaksud dalam hurufl ¢, merupakan
pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi di satuan kenanyva; dan

sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang
terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungs: satuan
kerya bersangkutan,

Pasal 21

Pengumpulan Informasi dilaksanalkan dengan

memperhatikan tahapan scbagai berikut:

a.  mengenali tugns pokok dan fungs: satuan kerjanva;

b. mendata kegiatan vang dilaksanakan oleh satuan kerja;

¢. mendata Informasi dan dokumen yang dihasilkan; dan

d. membuat daftar jenis-jenis Informasi dan dokumen.

Alur dan mckanisame pengumpulan Informasi dalam rangka

proses pengumpulan Informasi yang beradas disetiap satuan

kerja di  lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan
ketentuan sebagm berikut:

a setiap Informasi di unit kena eselon satu merupaksan
tanggung jawab pimpinan unit;

b, setiap Informas: wvang dikelola oleh eselon satu
merupakan satu kesatuan Informasi dan masing-masing
satuan kens dibawahnya;

c.  setiap Informast Publik di unit eselon satu di sampatkan
ke PPID melalui Manager Informasi; dan

d. seuap Informasi yang diterima oleh Manager Informas
diolah dan disediakan untuk kepentingan pelayan
Informasi.

Alur dan mekanisme pengumpulan Informasi sebagaimana

dintur dalum Pernturun Menterl tentang Alur Data dan

Informas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 22

Pengklasifikasian Informasi dibagi menjadi dua jenis yaltu:

Informasi Publik yung dapat diakses; dan
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b.  Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 23

(1) Informasi Publik yang dapat dinkses sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf a. dikelompokkan berdasarkan subyek
Informas: sesum dengan tugas pokok, fungs, dan kegintan
sctinp satuan kerja,

(2] Pengelompokan Informasi bersifat Publik meliputi:

a.  Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala, yang meliputi:

1)
2

3
4

5

Informass yang berknitan dengan Kementerian,
informasi  mengenal  kegiatan  dan  kinerja
Kementerian;

informasi mengenal laporan kewangan; dan/atau
informast lain  yang dstur  dalam  peraturan
perundang-undangan; dan

informasi  yang lebih  detmil  atas  permintaan
pemohon;

b. Informasi Publik yvang wajlb diumumkan secara serta
merta, vaitu Informasi vang dapat mengancam hajat
hidup orang banvak dan ketertiban umum; dan

c. Informasi Publik yang wajib tersedia sctinp saat di
Kementerian Perhubungan vang meliputi:

)

2)

4)

5)

daftar seluruh Informasi Publik yang berada di
bawah penguasaannya, tidak termasuk Informasi
yang dikecualikan,

hasil keputusan Pimpinan Kementenan
Perhubungan dan latar belakang pertimbangannya;
selurch  kebijakan vang ada berikut dokumen
pendukungnys;

rencana  kene  program/keguatan  termasuk  oi
dalamnya perkirann pengeluaran tahunan
Kementerian Perhubungan;

penianjinn Kementerian Perhubungan dengan pihak
ketiga;
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6) informast dan kebijakan yang disampaikan Pejubat
Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk
umum;

7)  prosedur kerjn pegawani Kementerian Perhubungan
yvang berkaitan dengan pelayanan masyarakal,
dan/atau

8) laporan mengenai pelayanan akses Informas:s Publik
sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang
mengenal Informasi Publik,

Pengumpulan Informas sebagmmana dimaksud dalam pasal
21 ayat (1), dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon |
yang mempunyal wewenang sesual dengan tupoksinya dalam
pengelolaan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala,

Pasal 24

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 huruf b, dikelompokkan dengan ketentuan:

informasl yang dikecualikan  merupakan  Informasi

schagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam

mengelompokan Informasi yang dikecualikan:

1) ketat, artinya untuk mengategorikan Informasi yang
dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode
vang valid dan mengedepankan obyektivitas;

2) terbatas, artinya Informasi vang dikecualikan harus
terbatas pada Informasi tertentu untuk menghindari
penafsiran yang subvektif dan kesewenangan, dan

3) tdak mutlek, artinya tidak ada Informasi vang secara
mutlak dikecualikan ketika kepentingan Publik vang
iebih besar menghendakinya;

pengecualian harus melalui metode uji konsckuensi bahaya

(consequential harm tesf) yang mendasari penentuan suatu

informas: harus dirnhasinkan apabila Informasi tersebut

dibuka;




(h

(2

(1)

(2}

e3P

untuk lebih menjamin suatu Informasi dapat dibuka atau
ditutup secarn obyektif, metode di atas dilengkapi dengan uji
kepentingan Publik (balancing public inferes! tesf) yang
mendasari penentuan Informasi harus ditutup seésuai dengan
kepentingan Publik;

Pengklasifikasian akses  Informasi  harus  disertai
pertimbangan tertulis tentang implikasi Informas: dan sisi
politik, ckonomi, sosial-budayva, dan pertahanan keamanan;
usulan klasifikas: akses Informas: scbagaimana tersebut pada
huruf b angka 1) dan 2) diajukan oleh Pemilik Informasi; dan
penetapan sebagaimana tersebut dalam hurul b angka 3)
dilakukan melalui rapat PPID Utama dan Pemilik Informas:.

Pasal 25
PPID wajib melakukan pengujian dengan seksama dan penuh
ketelitian sebelum menystakan Informasi Publik tertentu di
kecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
Tata cara, tahapan, tekmk pengujian serta pengubahan dan

penetapan perkecualian mengacu pada Peraturan Komisi
Informasi mengenal pengklasifikasian Informasi Publik,

Pasal 26
Pendokumentasian Informasi merupakan Kegintan
penyimpanan data dan Informasi, catatan, dan/atau
keterangan yang dibuat dan/atau diterima olch satuan kerja
di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk membantu
PPID dalam melayani permintunn Informasi tahapan dalam
pendokumentasian Informast.
Pendokumentasian Informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
@, deskripsi Informasi dibuat oleh setinp satuan kerja
berupa ringkasan untuk masing-masing jenis Informasi;
b, wverifikasi Informasi dilakukan sesuai dengan jenis
kegiatan;




(2}

(3)
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c. otentifikasi Informas: dilakukan untuk menjamin
keaslian Informasi melalui validasi Informasi oleh setap
satuan kerja; dan

d. penatasn dan penyimpanan Informasi dilakuken agar
dokumentast dan Informasi lebih sistemans.

Pasal 27

Pelayanan Informasi dilakukan dengan mekanisme yang

terbagi menjadi  dua  kegiatan  berdasarkan  pada

pengelompokan Informast yang bersifat Publik dan Informusi
yung dikecualikan,

Untuk pelayanan Informasi yang bersifat Pubhk diumumkan

melalui berbagai bentuk dan media yaitu media online dan

media cetak,

Informasi Publik vang tersedin dan diumumkan secara

berkala dilayani melalui website Kementerian Perhubungan

dan media cetak yang tersedia.

Semua Informasi Publik vang dikategorikan wajib tersedia

sctiap saat tetap disediakan oleh Kementerian Perhubungan,

dengan ketentuan:

a. mekanisme Pelayanan Informasi yang tersedia setiap
saat atas permintaan secara tertulis dengan langkah-
langkah dalam mekanisme pelayanan Informasi meliputi:
1}  pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan

Informasi kepada PPID;

2] pejabat PPID menerima permohonan Informasi;

J)  PPID melakukan pencatatan permintaan Informasi
dart pemohon untuk kepentingan tertib
administrasi. Untuk mempermudah masyarakat
dalam meminta Informasi Publik, PPID menyiapkan
Formulir Permintaan Informast; dan

4) pemberian tanda bukti permohonan  Informasi
(nomor pendaftaran) kepada pemohon Informasi;

b. mekunisme pelayanan Informasi vang tersedia setap
saat atas permintaan secara tidak tertulis dengan
langkah yang meliputi:
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1) pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan
Informasi kepada PPID;

2) pejabat PPID menenma permohonan Informasi;

3)  PPID melakukan pencatatan permintaan Informasi
dari pemohon untuk kepentingan tertib
administrasi;

4) petugas pelayan Informas: wajib melakukan
konfirmasi kepada pemohon Informasi mengenai
kebenaran data pemohon dan pengguna Informasi;
dan

5) apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditemukan
ketidak sesusian data pemohon dan  pengguna
maka petugas pelayan Informasi berhak untuk tidak
melayani permintaan Informasi;

¢, paling lambat 10 {(scpuluh) han kerja sejak permohonan
diterima oleh PPID, maka PPID wajib menanggapi
permobonan Informast melalul pemberitahuan tertulis
vang meliputi permohonan Informasi diterima atau tidak,
dan pemberitahuan perpanjangan waktu dengan disertal
alasan; dan

d. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka
paling lambar 7 (tujuh) harl kena sejak permohonan
pertama diberikan, PPID perlu membentahukan secara
tertulis  terkait permintaan Informasi dapat dipenuhi
atau tidak.

Pendokumentasian permintaan Informasi dan  pelaporan

pelayanan Informasi baitk vang melalul media elektronik,

tidak tertulis, maupun yang tertulis harus  bisa

didokumentasikan.
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{3

4)

BAB V
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Permohonan Informasi Publik

Pasal 28

Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis

atau tidak tertulis,

Dalam hal permohonan Informasi Publik  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digjukan secara tertulis, Pemohon

mengist formulir permohonan Informasi Publik sesual dengan
format tercantum dalam Lampiran huruf A vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

Dalam hal permohonan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada avat (1) disjukan secara tidak tertulis, PPID

Kementerian  Perhubungan memastikan  permohonman

Informasi Publik tercatut dalam formulir  permohonan

Informasi Publik.

Terhadap permohonan Informasi sebagaimans dimaksud

pada ayvat (2) dan ayat (3], PPID wajib:

8.  memastkan Pemohon memenuhi persyaratan
permohonan berupa bukti identitas diri Wargs Negaras
Indonesia dan/atau bukti pengesahan badan hukum
yang diterbitkan oleh Kementenian Hukum dan HAM;

b. memastiknn Pemohon dan/ atau petugas layanan
Informas: melengkapl formulir permohonan Informas
Publik;

c.  mengoordinasikan pencatatan permohonan Informas:
Publik dalam register permohonan sesun dengan format
schagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Menteri ini;

d. memastikan formulir permobonun Informasi Publik vang
telah dibernikan nomor pendaftaran diserahkan kepada
Pemohon sebagal tanda bukti permohonan Informasi
Publik; dan




(3)

(6)
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-921-

e. menyimpan salinan formulir permohonan [nformasi
Publik sebagaimans dimaksud dalam huruf d sebagai
tanda bukti penerimaan permohonan Informasi Publik.

Dalam hal permobonan  Informasi  Publik  disampaikan

dengan cars yvang tidak memungkinkan bagi PPID untuk

membertkan formulir Publik secara langsung, PPID wajib
memastikan  formulir permohonan Informast Publik yang
telah  diberikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada

Pemohon,

Penyampaian formulir  permobonan  Informasi  Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan

bersamaan dengan penyampaian pemberitahuan tertulis,

Bagian Kedua
Pemberituhuan Tertulis

Paragraf 1
Penyampastan Pemberitahuan Tertulis

Pasal 29
Setiap permohonan Informasi Publik wajib diberikan jawaban
berupa pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh PPID,
sesunt dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C
yang merupakan bagian tudak terpisahkoan dar Peraturan
Menter ini.
Penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan sesum dengan cara perolchan
Informas: yang dipiih oleh  Pemohon dalam  formulic
permohonan Informast Publik.
Paling lambat 10 ([sepuluh) hari kerja scjak diterimanya
permohonan Informasi Publik, PPID wajib menvampaikan
pemberitahuan tertulis yang berist:
a.  Informasi Publik yang diminta Dberads dalum
penguasaan atau tidak dalam penguasaan PPID,
b.  penerimasn atau  penolakan permohonan Informasi
Publik dengan alssan yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan keterbulaan Informasi Publik;
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(1)

(2)

¢,  bentuk Informasi Publik yang tersedia;

d.  waktu vang dibutuhkan untuk menyediakan Informas:
Publik yang dimohon;

e, matenn Informas:s Publik vang dibenkan dalam hal
permohonan Informasi Publik diterima seluruhnya atau
sebagian;

f. penjelasan wawas  penghitaman atau  pengaburan
Informasi dalam hal suatu dokumen mengandung
materi Informasi Publik yang Dikecualikan; dan/atau

g penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan
karena belum dikuasail atau belum didokumentasikan.

Pemberitahuan tertulis sebaganimann dimaksud pada ayut (3)

dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja

berikutnyn dengan memberikan alasan secarn tertulis dan
tidak dapat diperpanjang lag:.

Perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(4) dapat dilakukan dalsm hal PPID:

n.  belum menguasal atau mengadministrasikan Informasi
Publik yang dimohonkan; dan/ atau

b. belum dapat memutuskan apakah Informasi Publik yang
dimohonkan termasuk dalam kategori Informasi Publik
yang dikecualikan.

Paragraf 2
Permohonan Informasi Publik

Pasal 30
Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan
surat keputusan PPID mengenai penolakan permohonan
Informas: Publik, sesuni dengan format tercantum dalam
Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Pernturan Menteri ini.
Surat keputusan PPID mengenai penolakan permohonan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
. nomor pendaftaran permohonan Informas: Publik;
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(2

(3)
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nama Pemohon;
alamat Pemohon;
pekerjaan Pemohon;
nomor telepon/ alamat surat elektronik Pemohon,
Informasi Publik yang dimohonkan;
keputusan pengecualian dan penolakan Informas:,
alasan pengecualian; dan
konsckuens: yang diperkirakan akan timbul apabila
Informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon,

Pasal 31
Permohonan Informast dapat disampaikan melalul Layanan
Informasi Publik.
Layanan Informast Publik sebagaimans dimaksud pade ayst
(1), untuk PPID Utama berads di Gedung Cipta Lantal |
Jalan Merdeka Barat Nomor 8 wtau melalui  website
Kementerian Perhubungan.
Layanan Informasi untuk PPID Pelaksana dan  PPID
Pelaksana UPT ditetapkan oleh masing-masing unit kerjs,

TR mpan g

Bagian Ketiga
Keberatan

Paragrafl |
Pengajuan Keberatan

Pasal 32

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

4  penolakan atss  permohonan Informasi  Publik
berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur
dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai
keterbukaan Informasi Publik;

b, tdak disediakannya Informasi berkala;

c. tdak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

d. permohonan Informas: Publik  ditanggapi  tidak
sebagaimana yang dimints;

e. tdak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f permohonan Informasi Publik  dikenakan biaya;
dan/atau
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#  penvampaian [Informasi Publik melebihi waktu yang
telah ditentukan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau
kussanya paling lambat 30 (uga puluh] hari kerja setclah
ditemukan alasan scbagaimans dimaksud pada ayar (1)
dengan mengisi formulir permohonan keberatan  sesual
dengan format scbagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf E yang merupakan bagian tidak terpisashkan dan
Peraturan Menterni ini

(3] Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak
tertulls, PPID  wajib membantu Pemohon  atau kuasa
Pemohon untuk mengisikan formulir permohonan keberatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33
Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID, dalam hal
permohonan  Informast  Publik  ditggukan  kepada PPID  atau
Pemohon menemulcan slasan keberntan sebagnimana dimaksad
dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang dipublikasikan pada webusite
Kementenian Perhubungan,

Paragraf 2
Registrasi Kebernian

Paxal 34

(1) Pemohon yang akan mengajukan keberatan mengisi Formulir
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),

(2) Dalam hal formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) dinyatakan lengksp, PPID menvampaikan salinan
formulir keberatan kepada Pemobon atau kuasanya sebagai
tanda terima pengajuan keberatan.

(3} PPID memberikan nomor pendaftaran  pada  formulir
keberatan yang telah dinyatakan lengkap dan wajib mencatat
pengajuan keberatan dalam register keberatan sesuai dengan
format tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Paragral 3
Tanggapan atas Keberatan

Pasal 35
Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan
yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasa Pemohon paling
lumbat 30 (tign puluh) han kerja sejak dicatainya pengajuan
keberatan dalam register keberatan.
Atasan PPID berhak untuk menolak pengajuan keberatan
secara tertulis, dalam hal Pemohon mengajukan keberatan
namun:
w. tdak sesund dengan  ketentuan  dalam  Pasal 32,
dan/atau
b,  materi keberntan tidak sesual atau tidak sama dengan
materi dalam permohonan Informasi Publik.
PPID wajib menyimpan asli formulir keberatan sebagal tanda
bukti penenmaan pengajuan keberatan.

Bagian Keempat
Waktu Lavanan

Pasal 36

Lavanan permohonan Informasi Publik dan pengajuan
keberatan diberikan sampail dengan | (satu) jam sebelum jam
pulang kantor sesual dengan pengaturan dalam Peraturan
vang berlaku mengenal hari dan jam kerja di lingkungan
Kementerian Perhubungan,

Dalam hal permohonan Informasi Publik atau pengajuan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
setelah berakhirnya waktu layanan, layanan permohonan
Informasi Publik atau pengajuan keberatan diberikan pada
hari kerja benkutnya,




o)

(4)

(5

HAB VI
SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Bagan Kesatu
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 37
Dalam Senghketa Informast Publik, Plhak Termohon adalah
Pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk
untuk didengar keterangannya dalam proses pemertksaan,
Termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya secara khusus
dikuasakan untuk itu, yaitu -
a. PPID Utama;
b, PPID Pelaksana;
¢ PPID Pelaksans UPT,
d. Pegawil dari unit pemilik Informasi Publik  yang
dimobonkan; dan/atau
Pegnwal pada unit yang memiliki tugss dan  fungsi
memberikan advokasi hukum/menangani permasalshan
hukum/peraturan  perundang-undangan pada masing-
masing unit Eselon |,
Pimpinan Badan Publik, melalul delegasi menunjuk PPID
sclaku pejabat terkait untuk didengor keterangannys dalam
proses  pemeriksaan  selaku  Termohon,  sebagaimans
dimaksud pada ayvat (2) guna menvampaikan keterangan
dalam proses pemeriksaan Sengketn Informast Publik terkait
dengan [nformasi vang berada dibawah kewenangannya.
Dalam hal PPID memilila keterbatasan sumber daya guna
menyvampiukan  keterangoannya  dalam  proses  Sengketa
Informasi Publik, maka pimpinan badan Publik dapat
menyampaikan keterangannya dalam proses pemeriksaan
Sengketn Informasi Puhlilc
Pihak yvang ditunjuk sebagal penerima kuasa sebagaimana
dimaksud pada ayvat (2) saling berkoordinasi dalam
penyelesaian Sengketn Informasi Publik.

"
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Surat kuasa scbagaimana dimaksud pada ayat (2} beriaku
selama  proses sengketan  Informasi  hingga selesai dan

penerima kuasa wigib melaporkan pelaksansan tugasnya
kepada Atasan PPID.

BARB V1|
PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pasal 38
Setiap tahun PPID wajib melaporkan:
a.  jumlah permintasn Informusi yang diterima;
b, waktu yang diperlukan Kementerian Perbubungan dalam
memenuhi setiap permintaan Informasi;
¢. jumlsh pemberian dan penolakan permintasn Informasi;
dan/atau
d. alasan penolakan permintaan Informasi,
Laporan Layanan Informasi Publik disusun secars berjenjang
sesunl dengan format tercantum dalam Lampiran hura! G
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Persturan
Menten i
Dalam melaksannkan  tanggung  jawab dan  wewenang
pengelolaan Informasi dan dokumentasi, PPID Utama, PPID
Pelaksana dan PPID UPT mencrapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Layanan Informas: Publik

Pasal 19
PPID Pelaksana UPT menyampaikan laporan tahunan
peluksanaan layanan Informasi  Publik  kepada PPID
Pelaksana paling lnmbat tanggal 10 Januari atau har ke
berikutnya dalam bal tanggal 10 Januari merupakan hari
libur,




(2) PPID Pelaksana menyampaikan  laporan  tahunan
pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama
paling lambat 10 Februari atau han kerja berikutnya dalam
hal tanggal 10 Februan merupakan han libur,

(%) Laporan tahunan layanan Informasi Publik disampaikan
kepada Atasan PPID paling lambat setiap tanggal 10 Maret
atau hari kena berikutnys dalem hal tnggal 10 Maret
merupakan hari ibur.

4} Dalam menyampaikan laporan layanan Informasi Publik,
PPID Utama, PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT
menggunakan Sistem Informasi PPID,

(5) Dalam hal Sistem Informasi PPID belum atau tidak tersedia,
maka penyampaian laporan  layanan Informasi Publik
dilakukan secara manual dan diberikan dalam bentuk
saftcopy dan [ atau hardeopy.

6 Dalum hal Sistem Informasi PPID sudah tersedia, PPID
Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana UPT
mendolumentasikan laporan layanan Informasi Publik ke
dalam Sistem Informasi PPID.

BAB Vi
PEMBIAYAAN

' Pasal 40
Buayn pengelolaan layanoan Informasi Publik, uji konsekuensi, dan
penyelesatan  sengketa  Informas:  Publik  dibebankan  kepada
masing-masing daftar sian pelaksanaan anggaran unit kena yang
melaynni pelavanan Informasi,

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41
PPID di lingkungan Kementerian yang telah ada  sebelum
berlakunya Peraturan Menten inl, tetap menjalankan tugasnya
dan harus menvesuaikan dengan Peraturan Menteri inl paling
lambat | (satu) tabun sejak Persturan Menterd inl diundangkan.




BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Mentert in mulai berlaku:

I. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 tahun 2010
tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

2. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010
tentang  Lungkah-lungkah  Pengelolaun  dan  Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

dicabut dan dinyatakan tidak berfuku.

Pasal 43
Peraturan Menterd inl mulad berlaku pada tangesl diundangkan,
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Agar sctinp  orang  mengetahuinys, memenntahkan
pengundangan Peraturan Menten ini dengan penempataniys
dalam Berita Negara Republik Indonesin.

Mitetapkan di Jukarta

poda tanggal 17 Mel 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

tid

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakaris
pada tanggal 22 Mel 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

nd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 675
Salinan sesuai dengan aslinya




.31.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI Di LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AUNR ISP oicciiveisacstsoresaarsonss

Alamat TELP/FAX
Website - www depbub go id EMAIL

FORMULIR PERMOMONAN INFORMASI
No. Pendaltaran:

Nama

Alamat

Pekerfaan

NPWP

Nomor telpon 3
E-mail $
Rincian Informasi yang dibutuhkan .

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara memperoleh informasi - L O Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/ Mencatat
2. O Mendapatkan copy salinan (hard copy)

Cara Mendapat salinan Informasi © 1.

.......... (tempat),........ (Tanggal/Bulan/Tahun)

Petugas Pelayanan Informasi Pemobon Informasi

Nama dan Tanda Tang Nama dan Tanda Tangan
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DIl Balik Formulir Permohonan Informasi
Dicetak informasi berikut:

HAK-HAK FEMOHON INFORMASI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh Informasi yang berada di
Badan Publik kecuall (o) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon informasi dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan mtelektual dan perfindungan darl
persaingan usaha tdak sehat, membahayaan pertabanan dan keamanan Negara,
mengungkap kokayaan alam indonesia, Merugikan pertahanan ekonomi nasional,
merugikan kepentingan hubungan luar negeri, menguogkap isi akta otentlk yang
bersifat pribadi dan kemauan tecakhir atau wasist seseorang, mengungkap rahasia
pribadi, momerandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik
yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi informasi atau
Pengadifan, Informasi yang tidak diungkap berdssarkan Undang-Undang b) Badan
Publik juga dapat tidak memberikan Informasi yang belum dikuasa  atau
didokumentasikarn,

Pastikan anda mendapat tanda buktl permohonan informasi berupa nomor
pendaftaran ke petugas Informasl/PPID. Bila tanda bukti permohonan informas
tidak diberikan, tanya kepada petugas informast alasannya, mungiin permintan
informasi kurang lengkap

Permohon Informasi berhak mendapat pemberitahuan tertulls tentang diterima
atau tidaknya permobonan Informasi datam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
sojak ditenmanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat
memperpanjang waktu untuk memberi jawabab tertulis 1x7 hari kerja dalam hal;
informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan
apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan atas safinan informasi dibebankan kepada pemohon
informasi.

Apabis Pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan Pimpinan Badan
Publik{misal: menolak permintaan anda stau memberikan hanya sebagian yang
diminta), maka Pemohon Informast dapat mengajukan keberatan kepada atasan
PPID dalam jangka waktu 30 (tiga pulubh) harl kerja sejak permohonan informast
ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan
tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-
lambatnya 30 (tiga pulub) hari kerja sejak diterimanya/dicatatnya pongajuan
keberatasn dalam register keberatan

Apabiia Pemonhon Informas tdak puas dengan keéputusan Atasan PPID, moka
Pemohan Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam
jangka waktu 14 (empat belas) harl kerja sejad diterimanya keputusan Atasan
PPiDoleh Pemahon Informasi Publik,
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. FORMAT REGISTER PERMOHONAN INFORMASI

REGSTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLK

W Tl Mew | Aot | Pbmaae | W | et | Fewl (Reviaishessu | T avas | Bertdoberas | S Perveienn ' mmﬁ Smiln
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C, FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

( Unit Kerja) -
v Mamat TELP/FAX
\ Website - www.dephub g0.id EMAIL x

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan Permohonan Informasi pada tanggal,.bulan.. tahun dengan nomor pendaftaran.....
Kaml manyamgaikan kepada Saudara/v:

Nama -

Alamat '

Nomor telpan

E-mail

Pemberitahuan sebagal berikut:
A, Informasi dapat diberikan

No _ Hak-hal terkait informasi Publik | Xeterangan
1. | Penguasaan informasi O xami

O Badan Publik lain yaitu:
2. | Bentuk fisik yang tersedia O Softcopy (termasuk rekaman)

O Hardcopy salinan tertulls
3. | Biaya yang dibutuhkan O Penvalinan fp....x... Jumlah Lembar= RP....

0 Pengiriman Rp.. ..

O Laindain - RAp...

Jumiah Rp.....
4. | Waktu penyampaian | hari .l
5. | Penpelasan penghitaman/pengaburan infarmasi yang dimohon (tambahan kertas bila
perlu)

8 Informasi tidak dapat diberikan karena
O Informasl yang dimminta belum dikuasal
O Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyedisan informasi yang didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ..

.......... (tempat),........(Tanggal/Buksn/Tahun)
Pejabat Peagolola Informasi dan Dokumentas)
(PPID)

Nama dan Tanda 7’!3“
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. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
INFORMASI

(RANGKAF DUA)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Unit Kerja)..............
Alamat 2 TELP/FAX
Website : www . dephub. go i EMAIL

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAXKAN PERMOHONAN
No. Pendaftaran:

Nama

Alamat

Pekerjaan

NPWP

Nomor telpon

£-mail :
Rincian Informas yang dlbutuhkn

PPID Memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah

| INFORMAS! DIKECUALIKAN |
Pengecualian Informasi berdasarkan pada alasan: O Pasal 17 UL Kip

Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, membuka informais tersebut dapat menimbulkan konsekueny
DU DMETIRUES diovtrormerotioiiniiaciissasbateianpniitlbosatiinssnnssassnbedtbrolodisoiiosirsiolis lmmimaminlossriortstimt Hos Mmoo

Dengan demikian menyatakan bahwa:

| PERMOHONAN INFORMASI DITOLAX |

lika Permohonan Informasi stas penolakan ini, maka Pemahon Informasi dapat mengajukan keberatan
kepada Atasan PPID selambat-fambatnya 30 hari ketja sejok menerima Surat Keputusan Inl,

......... (tempat),.........(Tanggal/Bulan/Tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

{PPID)

Nama dan Tanda Tangan
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E.  FORMAT FORMULIR KEBERATAN ATAS FPERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
[UNIKerS) o iiaciiiiaianmeimvsngs

L~ 2 i
EMAIL

Website s www dephub go.id

PERNYATAAN KERERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMAS|

A INFORMAS! PENGAIL KEBERATAN
Nomor registras! keberatan
Noemor pandaftaran Pemohon Informas)
Tujuan penggunaan informas
Wentitas Pemahon

Nava

Alwmat

Pehpamn

NPWY

Namor teipon

r-mal
identitas Kuasa Pemahon

Nama

Alarat

B ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN
O Permanonan Infoemas ditolak
O mformast Barkads tidak disedish e
O Permmtaan mlormad tidak ditanggap
O Permmtasn informanl ditanggap tided setagamana dimints
O Permintaan sdormad tidok dipenuhl
O Saya yang dikenakan Hidok wajar
O miormas disampaikan melebity jangka wakiu ditentukan

TP Pt § § P — ST § P I— $ Y P PP — ST Y PO e e Ty TOu T e s 0008 bttt b § 004 § 6t 6 004 8 b et & 2t & 2

D HAR/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEDERATAN AXAN DIDERIKAN: [g/binftahund i
Damnikian kebemtan inl saye sampaikan, stes perhatian dan tongIasannya saya ocaokan torima kasih.

e COROPALL | Tt/ Bulan/ Tahun)

Putugm Informan Pergaju Keberatun

/| S J AT U il
Narma dan Tanda Tangan Nama dan Tanga T
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F.  FORMAT REGISTER KEBERATAN
FORM REGISTRAS! KEBERATAN

Nof Tunggs! | Nasss | Alussst | Pekeronn | NFWP Nokhon | Fomsl | Rocuslefoormes | Tehun | Abses Penguwar Keberwwnn | Kepetwsan | Hin den Tangpal \arrn dss pros | Targgapun|
yay dhaddon  |Pesgpmase By VU {Atsn PPII| Pensberan Tonggagea | At I'FID
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G.  FORMAT LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI

FUBLIK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERIA (evviiiiiineaasd
v Nt . reurax
Website - www, dephub god EMAIL
LAPORAN TAHUNAN
FPELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN ...
Jumlah
Jumlah Waktu
Permintaan Alasun
No,  Bulan Pemohon Dipenubi  Ditolak  Proses
Info i ln::mﬂ Jam | Mealt Penolakan
1 .J»—‘-!"-ﬁ -
2 | Februarni
1 | Maret §
4. April
5 Mei
=6, Juni
7. Juli
8. | Aguston
-.?‘..—0-— ) r
10. | Okix
1L | November
12, | Desember
Jumluh
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FORMAT LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTEMIAN FERHUBUNGAN
UNITRKERIA (oo ooy
Alnr e TELIVFAX
Wiebsine : www dvgibuh gu.id EMAIL
LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
MingguBulan : )
Tanggal & Wakin : . Jenis informaxi Keterungan/
No | Minta | Jawab/ | Waktu | Nama & | PermOnsAR 1 h g Sorta Morta | Setiap Saat. | Dikecualikan Status
Selessl | (Hari) | Al o
e — -— - _ B —_— . @ -@—
vvveinesed Tempat, TanggakPelan'Tahun)
PID
NiF

MENTER! PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

td
BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
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